BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu perkembangan
kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang
diproduksikan dalam masyarakat dapat bertambah. Masalah pertumbuhan
ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomidalam jangka panjang.
Dari satu periode ke periode yang lain kemampuan suatu negara untuk
menghasilkan barang dan jasa akan mengalami peningkatan. Kemampuan yang
meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksikan selalu mengalami
penambahan dar segi jumlah dan kualitasnya. Investas akan menambah jumlah
barang modal. Teknologi yang digunakan akan lebih baik dan berkembang
dengan cepat. Selain itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan
penduduk dan pengalaman kerja serta pendidikan keterampilan yang mereka
milik.

Pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan dalam mengukur
perkembangan perekonomian di negara-negara yang berkembang. Pembangunan
ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahaan dalam
struktur kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, terfokus bukan hanya
pada permasalahan perkembangan pendapatan secara riil., tetapi juga pada
modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya usaha merombak sektor pertanian yang

masih tradisional, masalah percepatan pertubuhan ekonomi, dan masalah



pemerataan pendapatan. Dalam perkembangan ekonomi, tingkat pendapatan
perkapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti

oleh kenaikan pendapatan perkapita.

Tujuan  pembanagunan indonesia adalah untuk  meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran secara keseluruhan. Dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyrakat pemerintah melakukan pembangunan
di berbagai sektor, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Pebangunan secara luas dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan
produktifitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber
dayaalam, sumber dayamanusia, ataupun modal maupun sumber daya yang
berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatan tarif hidup

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarkat mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu
kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan
ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan daerah yang baik dapat dilakukan
apabila terjadi keseimbangan peran vyaitu pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat. Ketiga peran tersebut mengisi fungsi dan peran masin-masing dalam

pembangunan daerah tersebut.

Tujuan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat
harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Efektivitas dalam

menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam



untuk memilih strategi atau instrumen pembangunan. Kemiskinan adalah masalah
yang kompleks tentang kesejahteraan yang dimiliki oleh berbagai faktor yang
saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, kesehatan,
pendidikan, pengngguran, akses terhadap barang dan jasa, letak geografis, gender

dan lokasi lingkungan.

Tujuan selanjutnya dari adanya pembangunan adalah suatu proses
perubahan menuju ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Suatu pembangunan harus
dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan
priorits masing-masing daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang
telah direncanakan dan ditetapkan melalui pembangunan jangka pendek maupun
pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator utama
keberhasilan pembangunan dalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.
Keberhasilan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan

keberhasilan utama dalam instrumen pembangunan.

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain
timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi
pertumbuhn ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan
biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi akan lebih besar,
sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Salah
satu sebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan

pendidikan yang tidak memadai.



Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berusaha secara serius dan
menyeluruh terhadap penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional maupun
tingkat daerah atau wilayah. Pemerintah pusat telah membentuk Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Timini bertugas untuk mengatasi,
menanggulangi, dan mengurangi tingkat kemsikinan pada skala nasional melalui
kerjasama dengan pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten seluruh
indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat nasional
menjelsakan, bahwa penduduk miskin di Indonesia sampai dengan akhir maret
2013 sebesar 28,07 juta jiwadengan prosentse kemiskinan sebesar 11,37% dengan
jumlah pendudukmiskin di kota sebesar 10,33 juta jiwa dan jumlah penduduk

miskin di desa sebesar 17,74 juta jiwa.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur tahun 2009-2014 tentang semblan agenda pembangunan dimana point
kedua adalah memperluas lapangan kerja, meningakatkan efektivitas
penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama orang
tidak mampu atau orang miskin, dan meningatkan kesejahteraan sosial rakyat.
Provinsi Jawa Timur berada pada urutan lima belas pada ukuran tingkat
kemiskinan di seluruh Provinsi Indonesiadengan prosentase kemiskinan mencapai
15,26 %. Hal ini berada diatas prosentase kemiskinan di tingkat nasional yang
mencapai 13,33 % (BPS 2011). Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatatat
kemiskinan Jawa Timur turun 0,32 % pada per september 2013 dengan jumlah
penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4,89 juta jiwa dengan prosentase 12,37

% dari total penduduk. Sedangkan per maret 2014, penduduk miskin di Jawa



Timur dengan 38 kabupaten/kota tersebut sebesar 4,78 juta jiwa dengan
prosentase 12,43 % dari total jumlah penduduk yang ada. Tingkat kemiskinan
dalam pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) berasaran ukuran garis kemiskinan.
Pada september 2013 garis kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran per bulan
per kepala sebesar Rp. 273.758. sedangkan maret 2014 garis kemiskinan diukur

berdasarkan pegeluaran per bulan per kepala Rp. 282.279.

Masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tergambar dari sembilan isu
strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015. Penangulangan kemiskinan
merupakan salah satu program proritas pemerintah yng lainnya, termasuk bagi
pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemberantasan dan penanggulangan
angka kemiskinan yang semakin tinggi. Kabupaten Sdoarjo telah membuat
kebijakan yang menyangkut percepatan penangulangan kemiskinan melalui
kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Sebagai mana
diketahui tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo per tahun 2009 mencapai 6,91
% dan pada tahun 2012 mencapai 6,42 % dan pernah meningkat pada tahun 2010

sebesar 7,45 %.



Tabel 1.1
Jumlah dan persentse penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009-2012

Jumlah Persentase Penduduk miskin

Uraian di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 - 2012
2009 2010 2011 2012
qumian Pendudukcl 1209 | 144928 136,6 1294
Persen(%o) 6,91 7,45 6,97 6,42

Penduduk Miskin

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Sidoarjo

Menurut Badan Statistik Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten
Sidoarjo masih cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi
Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kawasan industri dan merupakan

daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya.

Menciptakan lapangan pekerjaan merupakan salah satu cara untuk
mengatasi masalah pengangguran. Namun penciptaan lapangan pekerjaan ini
harus memperhatikan berbagai aspek dan menjadi perencanaan tenaga kerja. Di
mana perencanaan tenaga kerja ini akan menjadi dasar dan acuan dalam
menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan. Menurut Badan Statistik Kabupaten Siodoarjo, pada tahun 2010
jumlah angkatan kerja Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.001.225 orang. Dari
jumlah ini, sebanayak 83.603 orang pengangguran dengan prosentase 8,37 %.
Pada akhirnya tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebesar 1.027.662 orang. Dari

jumlah tersebut sebanyak 42.416 adalah pengangguran dengan prosentase




pengangguran mencapai 4,13. Jumlah pengangguran di Kabupaten Sodiarjo
mengalami penurunan yang cukup signifkan pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan
tersediaanya job fair dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Sidoarjo.

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari
indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk
Domestik Regonal Bruto (PDRB) di bedakan menjadi dua yaitu Atas Dasat Harga
Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar
harga berlaku masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa, sehingga
tidak terlalu akuratuntuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu
digunakan pertumbuhan ekonomi atas dasat konstan yang telah menghilangkan

inflasi sehingga bisa diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang riil.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 Kbupaten Sidoarjo
NO SEKTOR HARGA HARGA
BERLAKU KONSTAN
1 | Pertanian 2.104.986,16 928.911,54
2 | Pertambangan dan Penggalian 130.068,54 56.868,59
3 | Industri Pengelolaan 30.812.130,11 13.229.716,08
4 | Listrik, Gas, dan Air Bersih 10.036.139,71 414.906,86
5 | Konstruksi 772.051,92 300.596,45
6 | Perdagangan 21.564.963,41 9.009.935,54
7 | Angkutan dan Komunikasi 8.927.958,12 4.097.329,75
8 | Keuangan, Persewaan, dan 1.102.761,69 447.010,16
Jasa Perusahaan

9 | Jasa-jasa 3.783.609,41 1.473.609,66

TOTAL 73.933.189,67 29.958.884,64

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo




Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tahun
2013 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar
Harga Konstan terhadap sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling
besar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sektor industri pengolahan dan sektor
perdagangan. Pada sektor industri pengelolaan, keunggulan potensi sektor ini
banyak ditopang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga dan usaha

mikro kecil menengah.

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa secara umum
dan terus menerus. Inflasi merupakan salah satu masalah dalam suatu
perekonomian pada tingkat nasional ataupun pada tingkat daerah. Di Kabupaten
Sidoarjo, inflasi taahun2012 sebesar 3,93 %. Sementara pada tahun 2015, inflasi

di Kabupaten Sidoarjo mencapai 8,63 % (BPS Kabupaten Sidoarjo).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengruh terhadap tingkat kemiskinan di
Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah pengangguran berpengruh terhadap tingkat kemiskinan di
Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah inflsi berpengruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten

Sidoarjo?



1.3.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

1.4.

Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat
kemiskinan di Kabupten Sidoarjo.

Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan
di Kabupten Sidoarjo.

Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tngkat kemiskinan di

Kabupten Sidoarjo.

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan
dengan tingkat kemiskinan yang ada di indonesia khususnya Kabupaten
Sidoarjo.

Penelitian dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam rencana
pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masalah tingkat kemiskinan
di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dapat bermanfaat dan pengukuran tingkat kemiskinan dan

kesejahteraan masyarakat secara individu bagi masyarakat.



